
NOTA DINAS 

Nomor:  4040/2200/RB.05/07/2023 

Kepada : Bapak Sekretaris Jenderal 

Dari  : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 

Perihal : Penyampaian Usulan Kegiatan Rapat Reviu Standar Pelayanan MK dan Draft 

Surat Sekretaris Jenderal MK kepada Deputi Bidang Pelayanan Publik 

Kementerian PAN RB Perihal Permohonan Narasumber 

Tanggal : 24 Juli 2023 

 

Menindaklanjuti rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik (PEKPPP) di Mahkamah Konstitusi dan mempertimbangkan adanya Peraturan 

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 Sebagaimana telah Diubah 

Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 27 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah memiliki 26 (dua 

puluh enam) Standar Pelayanan Publik, yaitu antara lain: 

1. Konsultasi 

2. Kunjungan dan Audiensi ke MK  

3. Pengaduan Masyarakat  

4. Permohonan Magang, KKN/KKL  

5. Permohonan Informasi dan Dokumentasi  

6. Peliputan ke MK  

7. Kerja sama perguruan tinggi 

8. Pengajuan Permohonan, Jawaban, dan Penyampaian Keterangan Secara Luring (offline)  

9. Pengajuan Permohonan, Jawaban, dan Penyampaian Keterangan Secara Daring (online)  

10. Persidangan  

11. Risalah Persidangan Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga 

Negara  

12. Risalah sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan 

Kepala Daerah 

13. Risalah sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  

14. Penyampaian Salinan Putusan Bagi Pihak Beracara.  

15. Pelayanan Salinan Putusan di Laman MK  

16. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  

17. Standar Layanan Referensi Perpustakaan  

18. Kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi  

19. Persidangan Jarak Jauh  

20. Pemanfaatan Perangkat Video Conference (Vicon) 

21. Layanan Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada LPSE Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi  

22. Layanan Penggunaan dan Pendampingan Permasalahan Sistem Informasi SPSE  
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23. Layanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa  

24. Layanan Aduan Terkait Hasil Pemilihan Penyedia  

25. Layanan Penerimaan Surat Masuk Pimpinan Non Perkara (Offline)  

26. Layanan Penerimaan Surat Masuk Pimpinan Non Perkara (Online)  

 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan penyelenggaraan kegiatan Rapat Reviu 

Standar Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi dengan Narasumber dari Kementerian 

PAN RB, yang akan diselenggarakan pada: 

 

Hari/Tanggal :  Kamis, 27 Juli 2023 

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai 

Tempat : - Luring: Gedung I Ruang Rapat Lt. 11 Mahkamah Konstitusi, Jln. 

Medan Merdeka Barat Nomor 6 Gambir, Jakarta Pusat 

- Daring: melalui zoom meeting, link akan diinformasikan 

kemudian.  

Agenda : 1. Sosialisasi Kebijakan Standar Pelayanan; 

2. Reviu Standar Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi. 

 

Dengan susunan acara sebagai berikut: 

 

No. Waktu Kegiatan Narasumber 

1. 

Kamis, 

27 Juli 2023 

Pukul  

09.00 – 09.15 

WIB 

Pembukaan dan laporan 

- Sekretaris Jenderal 

- Kepala Biro Sumber 

Daya Manusia dan 

Organisasi 

2. 

Pukul  

09.15 – 11.15 

WIB 

3. Sosialisasi Kebijakan 

Standar Pelayanan; 

4. Reviu Standar Pelayanan 

Publik Mahkamah 

Konstitusi. 

- Narasumber 

Kedeputian Bidang 

Pelayanan Publik, 

Kementerian PAN RB 
3. Diskusi dan tanya jawab 

4. 
Pukul  

11.15 – 11.30 

WIB 

Arahan Pimpinan dan 

Penutup 
- Sekretaris Jenderal 

 

Selanjutnya, bersama nota dinas ini kami sampaikan draft Surat Bapak Sekretaris Jenderal kepada 

Ibu Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Perihal Permohonan Narasumber 

(terlampir) untuk mendapatkan persetujuan dan digital signature (DS) Bapak Sekjen. 
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Demikian hal ini kami sampaikan, mohon perkenan arahan dari Bapak Sekretaris Jenderal. 

Atas perkenan arahan Bapak Sekjen kami ucapkan terima kasih. 

 

Kepala Biro Sumber Daya 

Manusia dan Organisasi, 

Sri Handayani 

 

Tembusan: 

1. Yth. Bapak Panitera; 

2. Yth. Kepala Biro/Pusat 

3. Yth. Panitera Muda; 

4. Yth. Inspektur. 
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